ABSTRAK
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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Jalur Lintas Selatan atau yang biasa
di sebut JLS yang menghubungkan dari Banten hingga Jawa Timur sepanjang
1.546,78 kilo meter, jalan ini dirancang untuk meningkatkan konektifitas dan
memangkas waktu dari selatan hingga utara akan tetapi masyarakat menggunakan
sarana pembangunan tersebut sebagai media perdagangan khususnya oleh para
pedagang kaki lima di sepanjang Jalur Lintas Selatan. Sehingga pemerintah perlu
melakukan penegakan terhadap pedagang kaki lima sebagaimana yang Peraturan
Daerah Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Ketertiban
Umum.

Untuk itu masalah yang peneliti angkat sebagai berikut: 1) Bagaimana
penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di sepanjang jalan Jalur Lintas
Selatan Tulungagung ? 2) Apa saja yang menjadi kendala dan solusi dalam
menertibkan pedagang kaki lima di Jalur Lintas Selatan Tulungagung ? Adapun
yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: a) Untuk menganalisis efektivitas
penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima sepanjang jalan Jalur Lintas Selatan
Tulungagung, b) Untuk mengetahui kendala dan solusi para penegak hukum dalam
menertibkan para pedagang kaki lima di Jalur Lintas Selatan Tulungagung. Metode
peneltian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, mengunakan jenis
penelitian yuridis empiris dan pendekatan studi kasus pada pedagang kaki di
sepanjang Jalur Lintas Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik
analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data
display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Upaya penegakan hukum yang
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dalam
penertiban pedagang kaki lima dilakukan dengan berbagai tindakan, diantaranya
yaitu: melakukan sosialisasi kepada para pedagang terkait Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum yang melarang masyarakat untuk
berjualan di sekitar Jalur Lintas Selatan, memasang rambu lalu lintas dan papan
larangan berjualan, serta melakukan patroli secara berkala untuk mengecek
bangunan di sekitar jalur lintas selatan. Penegakan hukum ini termasuk upaya
preventif,yang dimana penertiban pedagang kaki lima di Jalur Lintas Selatan

XV



Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan sosialisasi kepada seluruh pedagang
kaki lima agar meningkatkan kesadaran dalam mena’ati peraturan. 2) Kendala
penegakan hukum dalam penertiban pedagang kaki lima muncul dari pihak
pedagang yang enggan untuk meninggalkan tempat jualannya serta dari pihak
pemerintah daerah yang belum memberikan kejelasan terkait sistem dan prosedur
relokasi bagi pedagang kaki lima di sekitar jalur lintas selatan Kabupaten
Tulungagung. Solusi dari kendala yang ada di Jalur Lintas Selatan Kabupaten
Tulungagung yakni melakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum,penataan dan
pemberdayaan pedagang kaki lima,membentuk forum untuk menyalurkan aspirasi
dan ide para pedagang serta melakukan relokasi agar lebih tertata dan tidak
mengganggu ketertiban umum.
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ABSTRACT

Coreno Dik Valentino, 126103202110, Law Enforcement Against Street Vendors
Along the South Tulungagung Cross Line Based on Tulungagung Regional
Regulation Number 7 of 2012 concerning Public Order, Department of
Constitutional Law, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2020,
Supervisor: Dr. Dian Ferricha S.H., M.H.

Keywords: Law enforcement, Street vendors.

This research is motivated by the existence of the Southern Cross Road,
commonly referred to as JLS, which connects from Banten to East Java along a
1,546.78 kilometer stretch. While the road was designed to improve connectivity
and reduce travel time from south to north, the community has utilized this
infrastructure primarily for trade, especially by street vendors along the Southern
Cross Road. Therefore, the government needs to enforce regulations against
street vendors as outlined in Regional Regulation Tulungagung Number 7 of
2012 concerning Public Order.

The research problem addressed is as follows: 1) How is the law enforced
against street vendors along the Southern Cross Road in Tulungagung?, 2) What
are the obstacles and solutions in regulating street vendors along the Southern
Cross Road in Tulungagung? The objectives of this research are: a) To analyze
the effectiveness of law enforcement against street vendors along the Southern
Cross Road in Tulungagung, b) To identify the obstacles and solutions for law
enforcement in regulating street vendors along the Southern Cross Road in
Tulungagung.

The research method used is qualitative, employing juridical empirical research
type and a case study approach on street vendors along the Southern Cross Road.
Data collection techniques include observation, interviews, and
documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data display,
and conclusion drawing and verification.

The findings of this research indicate that: 1) Law enforcement efforts by
the Tulungagung Regency Civil Service Police Unit in regulating street vendors
involve various actions, including: conducting socialization with vendors
regarding Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Public Order
which prohibits selling around the Southern Cross Road, installing traffic signs
and prohibition signs for selling, and conducting periodic patrols to inspect
buildings around the Southern Cross Road. This law enforcement includes
preventive measures, where the regulation of street vendors along the Southern
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Cross Road in Tulungagung is done through socialization to increase awareness
in adhering to regulations. 2) Obstacles to law enforcement in regulating street
vendors arise from vendors who refuse to leave their selling spots and from the
local government's lack of clarity regarding relocation systems and procedures
for street vendors around the Southern Cross Road in Tulungagung. Solutions to
the obstacles on the Southern Cross Road in Tulungagung include socialization
about legal awareness, organizing and empowering street vendors, forming
forums to channel the aspirations and ideas of vendors, and conducting
relocation for better organization and to maintain public order.
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